BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan
untuk persoalan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota terhadap perilaku perempuan yang
berdampak pada meningkatnya anak luar kawin di Kota Tomohon belum ada.
Pemerintah Daerah Kota sampai saat ini baru mengeluarkan Surat Keputusan
(SK) Walikota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Daerah Kota Tomohon yang terbentuk pada tanggal 1 Januari 2017,
menjalankan programnya sebatas sosialisasi pada masyarakat. Fungsi
pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan belum terlaksana dan di
jalankan dengan baik.

2. Perilaku perempuan yang berdampak pada meningkatnya anak luar kawin di
Kota Tomohon, diakibatkan oleh kurangnya perhatian serta pengawasan dari
orang tua, pergaulan yang bebas, gaya pacaran yang tidak baik, serta pengaruh
media sosial yang begitu bebas untuk di akses. Kurangnya sosialisasi dari
pemerintah, sekolah, serta pihak yang lain tentang perilaku-perilaku seksual
pada usia dini yang dapat merugikan atau berdampak negatif pada masa
depan, serta kurangnya sosialisasi cara menggunakan media sosial yang baik,
agar tidak terjebak dalam lingkungan media sosial yang mengandung konten-

konten seksual dan lain sebagainya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan

saran sebagai berikut:

1.

2.

Regulasi peraturan perundang-undangan haruslah di terapkan dengan baik.
Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan haruslah memperhatikan
permasalahan-permasalahan sosial dalam masyarakat. Regulasi kebijakan
yang berbentuk peraturan daerah (Perda) haruslah cepat untuk diadakan
sebagai bentuk perhatian dari pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, haruslah mempunyai
peran aktif dalam melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota
Tomohon serta menentukan kebijakan yang bersifat mengatasi permasalahan.
Dinas terkait dalam hal ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
harus Dberperan aktif dalam menentukan program-program yang bersifat
pencegahan sebagai bentuk mengatasi permasalahan meningkatnya anak luar
kawin.

Mensosialisasikan dan menanamkan perilaku atau cara pacaran yang baik
dalam setiap tahap pergaulan di lingkungan anak mudah, oleh dinas terkait
dalam struktur pemeritahan daerah, juga oleh setiap anggota masyarakat,

orang tua dan keluarga, serta gereja.
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